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Tesisini meneliti mengenai pemalsuan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh notaris dan karyawan
notaris. Notaris adalah pegjabat umum yang diberi kewenangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam membuat akta autentik. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang serta bentuk dan susunannyatelah ditentukan undang undang dan mempunyai pembuktian yang
sempurna. Tetapi di masakini banyak sekali ditemukan notaris yang dalam pembuatan akta autentik tidak
sesuai dengan kaidah hukum yang ada atau dengan kata lain membuat akta autentik palsu. Rumusan
Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu pada
kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) dan pertanggung jawaban pidana karyawan notaris dalam
pembuatan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) Penelitian ini
menggunakan metode doktrinal dan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis. hasil penelitiannya
adalah Mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu yang terjadi pada kasus putusan Nomor
1209/K/Pid/2022 tersebut bila merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta kuasa
menjual tersebut dinyatakan cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak
memenuhi syarat subjektif yang menyebabkan perjanjian tersebut batal yang mengakibatkan kesepakatan
secara tertulis tidak mengikat secara hukum saat permohonan pihak dikabulkan oleh Putusan Hakim di
Persidangan dan untuk karyawan notaris dalam kasus tersebut tidak berhak dikenakan sanksi pidana karena
melakukan tindak pidana membuat akta kuasa menjual palsu disuruh oleh notaris dengan katalain
melakukan tindak pidana atas perintah jabatan dan tidak berhak dimintai pertanggung jawab pidana
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana

...... This thesis examines the forgery of power of attorney deeds of sale committed by notaries and notary
employees. A notary isapublic official who is authorized by the Ministry of Law and Human Rightsto
make authentic deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized public official and its form and
structure have been determined by law and have perfect proof. However, nowadays there are many notaries
who in making authentic deeds do not comply with existing legal rules or in other words make fake
authentic deeds. The formulation of the problem raised in this research is regarding the validity of afake
power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022) and the criminal liability of
notary employees in making a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209
K/Pid/2022). ) Thisresearch uses a doctrina method and the research typology is analytical descriptive. The
results of the research are: Regarding the validity of the fake power of attorney deed that occurred in the
case of decision Number 1209/K/Pid/2022, when referring to Article 1320 of the Civil Code, the power of
attorney deed to sell was declared null and void because it did not meet the subjective requirements that led
to the agreement. This can be canceled which results in the written agreement not being legally binding
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when the party's request is granted by the Judge's Decision at the Trial and the notary employee in that case
isnot entitled to be subject to criminal sanctions for committing a crime in making a power of attorney deed.
selling counterfeit goods ordered by a notary, in other words, committing a crimina act on orders from the

office and not having the right to be held criminally responsible as stated in article 51 paragraph 1 of the
Criminal Code



